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l. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri platform global yang
mendorong keterbukaan pemerintah, yakni Open Government Partnership (OGP).
Keikutsertaan Indonesia sebagai pendiri tidak terlepas dari komitmen Pemerintah
Indonesia untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif,
akuntabel, inklusif, dan inovatif. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengejawantahan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia serta pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai negara anggota OGP, Indonesia turut menyusun Rencana Aksi Nasional
Open Government Indonesia (RAN OGI) untuk mengakomodasi sejumlah aksi
keterbukaan pemerintah di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil
menyusun enam RAN OGI yang mulai disusun sejak tahun 2011 dan diperbaharui
setiap dua tahun sekali. Dari enam dokumen RAN OGl, Indonesia berhasil menyusun
159 komitmen yang terdiri dari berbagai isu strategis, seperti Keterbukaan Kontrak,
Tata Kelola Data, Ruang Kewargaan, Akses terhadap Keadilan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Inklusivitas, serta Akuntabilitas Sosial. Pada tahun 2022, Pemerintah
Indonesia mulai mempersiapkan RAN OGI VII untuk periode Tahun 2023 - 2024.

RAN OGI VII Tahun 2023-2024 disusun berdasarkan proses ko-kreasi yang
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RAN OGI VII Tahun 2023-2024 diselaraskan dengan agenda pembangunan nomor
tujuh RPJMN, vyaitu Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, serta
Transformasi Pelayanan Publik. Oleh karenanya, RAN OGI VII diharapkan dapat
mendorong agenda pembangunan jangka menengah melalui pembagian isu-isu
strategis untuk mewujudkan stabilitas serta transformasi pelayanan publik yang lebih
baik. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan tersebut, RAN OGI VII Tahun
2023-2024 memiliki fokus enam isu strategis yang akan dikerjakan, yakni (1) Anti-
Korupsi dan Anggaran, (2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi, (3) Pelayanan Publik
yang Inklusif, (4) Akses terhadap Keadilan, (5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial,
(6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam.



. Upaya Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

A. Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia

Upaya menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka oleh Pemerintah Indonesia telah
didahului melalui hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Komitmen menghadirkan informasi yang lebih terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk
membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil. Komitmen untuk mengedepankan
pemerintahan yang lebih terbuka kemudian berlanjut dan pada tahun 2011,
Pemerintah Indonesia bersama dengan Amerika Serikat, Afrika Selatan, Britania
Raya, Brasil, Filipina, Meksiko dan Norwegia, mendirikan Open Government
Partnership (OGP) sebagai suatu inisiatif multilateral yang mempertemukan berbagai
tokoh dengan komitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, serta
menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel.

Sejak tahun 2011, keikutsertaan Indonesia dalam OGP telah berhasil memperoleh
berbagai penghargaan dan juga prestasi. Pada tahun 2015, melalui Aksi Pencerah
Nusantara, Indonesia memperoleh peringkat kedua dalam Penganugerahan OGP.
Penghargaan dan prestasi berlanjut pada tahun 2016, dimana Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU)
memperoleh peringkat kedua dalam Penganugerahan OGP 2016. Pada tahun 2017,
melalui kepemimpinannya, Indonesia menyelenggarakan Asia-Pacific Leaders Forum
on OGP di Jakarta. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota
Dewan Pengarah OGP juga menjadi bentuk nyata prestasi dan komitmen Pemerintah
Indonesia untuk mendorong keterbukaan pemerintah. Pada Penganugerahan OGP
Tahun 2021, Indonesia menorehkan prestasi tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi
juga tingkat lokal melalui Open Government Partnership Local (OGP Local). Pada
tingkat nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperoleh penghargaan sebagai
peringkat kedua dalam OGP Impact Award melalui komitmen portal keterbukaan
informasi pengadaan barang/jasa. Pada tingkat lokal, Kabupaten Sumbawa Barat
memperoleh peringkat satu dalam OGP Spotlight Award melalui komitmen forum
pengaduan layanan publik. Di tahun 2022, Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah
G20, juga menyelenggarakan Side Event pada pertemuan Development Working
Group ke-3 untuk membahas pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah
dalam pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.
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B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional OGI VI Tahun 2020-2022

Pada Tahun 2020-2022, Indonesia melaksanakan RAN OGI VI Tahun 2020-2022
dengan jumlah komitmen sebesar 18 komitmen. Dalam rencana aksi nasional
tersebut, terdapat 61 pemangku kepentingan/stakeholders yang terdiri atas 29
Organisasi Masyarakat Sipil dan 32 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Proses penyusunan dan implementasi rencana aksi tersebut telah melalui
serangkaian proses Ko-kreasi yang mendalam serta mendorong pelibatan unsur-
unsur non-pemerintah yang luas. RAN OGI VI Tahun 2020-2022 dilaksanakan mulai
Januari 2021 sampai dengan Desember 2022. Implementasi RAN OGI VI Tahun
2020-2022 telah melewati serangkaian tantangan dan peluang, adapun rekap dari
perjalanan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Faktor Pendorong
a) Pendekatan Komunikasi
Sekretariat OGI melaksanakan komunikasi interaktif dengan seluruh
pelaksana RAN OGI VI Tahun 2020-2022 untuk memastikan pencapaian aksi
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Komunikasi
interaktif tersebut membuka kesempatan bagi K/L maupun OMS untuk
menjelaskan tantangan yang dihadapi, sehingga dalam proses
penyelesaiannya dapat dilaksanakan ko-kreasi antara Sekretariat OGI dengan
pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam RAN OGlI VI Tahun 2020-
2022.
b) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Objektif
Sekretariat OGI telah melakukan Monev secara objektif yang dapat diukur dari
pemberian penilaian yang melalui proses verifikasi dan mengolah gabungan
pendapat stakeholders untuk memperoleh nilai yang objektif. Implementasi
tanpa adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan menyulitkan
pelaksana untuk mengukur seberapa jauh dan berkembang pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukannya. Wewenang monitoring dan evaluasi dalam
RAN OGI VI Tahun 2020- 2022 dipegang oleh Sekretariat Nasional Open
Government Indonesia (Sekretariat Nasional OGI) untuk mengukur dan
melihat perkembangan implementasi dari rencana aksi.
2. Faktor Penghambat
a) Pergantian Point of Contact Pemangku Kepentingan
Ketidakpastian terkait Point of Contact dari masing-masing pemangku
kepentingan menjadi tantangan dalam melaksanakan implementasi RAN OGiI
VI Tahun 2020- 2022. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya akses untuk
melaksanakan ko-kreasi dengan Kementerian/Lembaga maupun OMS.
Dengan demikian terdapat kendala ko- kreasi yang menjadi catatan capaian
pada tiap semester terkait pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

b) Kebutuhan dalam Dukungan Sumber Daya
Pelaksanaan RAN OGI yang dilaksanakan dalam dua tahun menjadi
tantangan bagi Kementerian/Lembaga maupun OMS untuk mempersiapkan
pendanaan dalam implementasi RAN OGI. Tantangan tersebut semakin besar
dengan adanya Pandemi COVID-19 yang membuat sebagian besar anggaran
perlu dilakukan refocusing. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan



karena hal tersebut adalah tidak dapat dijalankannya beberapa target capaian
yang telah disusun dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022.

c) Perubahan Arah Kebijakan
Perubahan arah prioritas kebijakan pada K/L maupun OMS menjadikan
beberapa aksi dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022 yang telah disusun tidak
dapat dilaksanakan. Hal tersebut berdampak pada perlu dilakukannya
penyesuaian capaian yang telah tersusun, agar selaras dengan arah kebijakan
pemangku kepentingan yang terkini.

. Capaian Pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022

Pelaksanaan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 memiliki beberapa contoh baik yang

menjadi bukti bahwa pelaksanaan ko-kreasi nyata dapat membantu pembangunan

dan kinerja pemerintah. Adapun beberapa capaian positif pelaksanaan RAN OGI VI

Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

a) Tersedianya Portal Integrasi Data Pemilihan Umum (Open Data KPU)
RAN OGI VI Tahun 2020-2022 telah menghasilkan tersedianya portal integrasi
data- data Pemilihan umum melalui www.opendata.kpu.go.id. Kesediaan
portal ini menjadi terobosan bagi KPU dan juga upaya mendorong transparansi
keterbukaan data terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Namun tantangan dalam
pengembangan portal yang akan menjadi aksi lanjutan dalam RAN OGI VI
Tahun 2023-2024 adalah ketersediaan data Pemilu yang sejalan dengan
standar open data dan Satu Data Indonesia.

b) Kesediaan Peraturan Teknis untuk Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi
Disabilitas di Tahapan Peradilan
Catatan positif perjalanan RAN OGI VI Tahun 2020-2022 juga berlanjut pada
hasil ko- kreasi terkait dengan Penyusunan Petunjuk Teknis untuk Pemenuhan
Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas. Melalui komitmen ini, lembaga aparat
penegak hukum (APH), antara lain Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,
Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan HAM, bekerja sama dengan masyarakat sipil dan kelompok penyandang
disabilitas untuk menyusun peraturan teknis dalam pemberian akomodasi
yang layak bagi penyandang disabilitas di proses peradilan.
Adanya keterlibatan masyarakat sipil dan kelompok disabilitas membantu
memastikan bahwa peraturan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dan ko- kreasi yang dijalin menjadi awalan hubungan kerja sama baik yang
dapat dilanjutkan pada periode-periode RAN OGI berikutnya.Tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan komitmen ini adalah proses pengesahan
peraturan teknis untuk akomodasi layak bagi penyandang disabilitas yang
sudah disusun. Peraturan teknis yang belum dapat disahkan pada periode
RAN OGI VI 2020-2022 akan disahkan pada periode RAN OGI VIl 2023-2024,
seperti peraturan teknis dari Kejaksaan Agung terkait Pedoman Penanganan
Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.



http://www.opendata.kpu.go.id/

lll.  Proses Ko-kreasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government
Indonesia VIl Tahun 2023-2024 (RAN OGI VII Tahun 2023-2024)

A. Perjalanan Ko-kreasi RAN OGI VIl Tahun 2023-2024

Dalam penyusunan RAN OGI VII Tahun 2023-2024, Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk memperluas jangkauan partisipasi dan juga kegiatan dalam
penyusunan komitmen tersebut. Strategi dalam menjangkau usulan terkait isu
prioritas juga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan dalam proses ko-kreasi RAN
OGI VIl tahun 2023-2024. Adapun proses ko-kreasi, kolaborasi, dan konsultasi publik
yang dilaksanakan dalam rangka perumusan RAN OGI VIl Tahun 2023-2024 adalah
sebagai berikut:
1. Open Government Indonesia Goes to Campus: Penjaringan Masukan Publik
terkait Isu Strategis Keterbukaan Pemerintah
Dalam upaya mewujudkan keterbukaan pemerintah yang lebih luas dan
mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya keterbukaan pemerintah di
tingkat nasional maupun daerah, Sekretariat Nasional OGI melaksanakan
diseminasi dan penjaringan masukan dari kelompok muda melalui program Open
Government Indonesia Goes to Campus (OGI GTC) di Kota Medan, Sumatera
Utara, pada 29 Maret 2022.
Gambar 2.
Open Government Indonesia Goes to Campus Medan

Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.

Sekretariat Nasional OGl mengundang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat
sipil dan pemerintah untuk menjaring pandangan-pandangan dan isu strategis
keterbukaan pemerintah yang dapat diupayakan dalam RAN OGI VII Tahun 2023-
2024. Sekretariat Nasional OGI mengajak peserta untuk dapat berbagi masalah
dan solusi terkait keterbukaan pemerintah sebagai bahan pertimbangan
penentuan isu strategis untuk RAN OGI VII 2023-2024. Peserta kegiatan dapat
memberikan saran dan solusi yang terbagi atas lima topik utama, yaitu (i)
Pelayanan Publik; (i) Anti-Korupsi; (iii) Sektor Keadilan; (iv) Pemberdayaan



Masyarakat; dan (v) Tata Kelola Digital. Melalui kegiatan tersebut Sekretariat
Nasional OGI memperoleh 191 Daftar Masalah dengan 170 Daftar Solusi yang
dapat didorong dalam RAN OGI VIl Tahun 2023-2024.

Gambar 3.
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2. Survei Pemangku Kepentingan untuk Penjaringan Usulan RAN OGI VII

2023-2024

Peran penting dari pelaksana keterbukaan pemerintah yang aktif pada masa ini
juga menjadi bahan bagi Sekretariat Nasional OGI untuk meminta pandangan-
pandangan mereka melalui Survei Penjaringan Usulan RAN OGI VII Tahun 2023-
2024. Sekretariat Nasional OGI melakukan penyebaran formulir survei dan
mendapat respon dari 52 responden aktor-aktor keterbukaan pemerintah, yang
terdiri dari 25 perwakilan Pemerintah dan 27 perwakilan Organisasi Masyarakat

Sipil.

Kegiatan survei penjaringan usulan RAN OGI VI

bertujuan untuk

memperoleh masukan terkait dengan prioritas isu strategis yang dapat diusulkan
oleh masyarakat. Adapun hasil survei ini tersaji dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.
Hasil Survei Penjaringan Usulan Isu Strategis RAN OGI VII Tahun 2023-2024
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3. Multi-Stakeholder Forum (MSF): Tanggapan atas Usulan Isu Strategis
Dalam melaksanakan diseminasi hasil pemetaan isu strategis berdasarkan

kegiatan sebelumnya, Sekretariat Nasional OGI mengumpulkan seluruh
stakeholders dalam sebuah Multi-Stakeholder Forum (MSF). Dalam kegiatan
tersebut, dilakukan pertukaran pendapat dan pemikiran yang dibagi ke dalam
beberapa sesi untuk merancang isu strategis dan juga prioritas dalam RAN OGI
VII Tahun 2023-2024.

MSF tidak hanya mengundang
stakeholders terkait dengan
keterbukaan pemerintah yang ada
pada ranah Open Government
Partnership, tetapi juga
mengundang badan atau instansi
lainnya seperti Sekretariat Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas-PK)
dan Sekretariat Sustainable §
Development Goals (Seknas SDGSs),
untuk menyelaraskan aksi yang ada
pada ranah OGI dengan Rencana Aksi Nasional lainnya. Penyelarasan tersebut
dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pemetaan dukungan yang dapat
dilakukan melalui Sekretariat Nasional OGI serta menggalang komitmen bersama
untuk mendorong keterbukaan pemerintah di Indonesia supaya tidak hanya
dilaksanakan melalui platform OGlI, tetapi juga dapat melalui platform lainnya.




B. Proses ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Sekretariat Nasional OGlI memfasilitasi proses ko-kreasi dalam menyusun RAN

OGI VII Tahun 2023-2024, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Komitmen RAN OGI: OMS dan K/L mengajukan usulan
melalui format usulan proposal yang telah dibagikan oleh Sekretariat
Nasional OGI melalui website www.ogi.bappenas.go.id dan surat edaran
Sekretariat Nasional OGI.

2. Penelaahan Usulan Komitmen: Sekretariat Nasional OGI melakukan
identifikasi stakeholders terkait dan mempersiapkan pertemuan antara
pengusul proposal dengan pemangku pepentingan yang potensial.

3. Penyelarasan Usulan Komitmen dengan Rencana Kerja Pemerintah:
Pertemuan antara pengusul proposal dengan Direktorat terkait di Bappenas
untuk melakukan penyelarasan usulan komitmen dengan Program/Kegiatan
Kementerian/Lembaga untuk memastikan keselarasan usulan dengan
Rencana Kerja Pemerintah.

4. Rapat Penajaman Komitmen antara Kementerian/Lembaga dan OMS:
Rapat dilaksanakan dalam rangka menajamkan capaian ukuran
keberhasilan/output dan target capaian yang akan dilaksanakan oleh OMS
dan K/L terkait.

5. Finalisasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024: Penetapan Dokumen Rencana
Aksi Nasional Open Government Indonesia VIl tahun 2023-2024.

Gambar 5.
Timeline ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024
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Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022

Selama proses ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024, Sekretariat Nasional OGI
telah menerima 27 Usulan Komitmen dari K/L dan OMS. Setiap proses dalam
penyusunan dipublikasikan secara berkala melalui situs www.ogi.bappenas.go.id.
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan komentar atas rancangan
proposal komitmen yang ada.
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Gambar 6.
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Sekretariat Nasional OGI telah memfasilitasi 78 rapat penajaman komitmen dengan
representasi keterwakilan perempuan sebesar 49% dan keterwakilan laki-laki sebesar
51%. Berdasarkan hasil rapat penajaman komitmen yang dilaksanakan melalui proses
ko-kreasi maka dipilihlah 15 Komitmen yang masuk sebagai Rencana Aksi Nasional
2023-2024, yang akan dilaksanakan oleh 16 OMS dan 19

OGI VII Tahun

Beranda / Proses Ko Kreasi
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Sumber: Sekretariat Nasional OGlI, 2022.

Kementerian/Lembaga.

Gambar 7.

Proses Ko-kreasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024

27 16 19
Usulan Rapat Jumlah OMS Jumiah K/L
Komitmen Pembahasan

15

Jumlah Peserta terlibat

. 51%
_ 49% Laki-Laki
Usulan Komitmen Perempuan
Terpilih

Sumber: Sekretariat Nasional OGI, 2022.
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C. Daftar Komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Proses Ko-kreasi RAN OGI VIl Tahun 2023-2024 telah menghasilkan 15 Komitmen
sebagai berikut:

No. Judul Komitmen
Anti-Korupsi dan Anggaran

1. Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Ruang Kewargaan dan Demokrasi

3. Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

4. Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27
Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

5. Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

6. Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Pelayanan Publik yang Inklusif

7. Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan
Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

8. Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

9. Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
Desa

Akses Keadilan

10. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

11. Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia

12. Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di
Indonesia

13. Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)
14. Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No.12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
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Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam

15.

Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup
(SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan

Tata Ruang

12



1. Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Nama Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan
Komitmen Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah
Komitmen ini akan mendorong transparansi dalam keterbukaan
Deskripsi informasi pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah termasuk
Singkat juga dalam pengadaan darurat, meningkatkan partisipasi Usaha Mikro
Komitmen Kecil dan Menengah (UMKM) dalam PBJ Pemerintah, dan
memperluas keterlibatan masyarakat dalam memantau PBJ
Pemerintah.
Kementerian/ Organisasi Aktor Lainnya
Lembaga (K/L) Masyarakat Sipil
(OMS)
1. Lembaga 1. Indonesia
Kebijakan Corruption Watch
Eir;:r?t?: ; an Pengadaan (Icw)
Barang/Jasa 2. Transparency
Pemerintah International
(LKPP) Indonesia (TII)
2. Komisi
Informasi
Pusat (KIP)
Jangka
Waktu 2023 — 2024

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Setiap tahun Pemerintah Pusat maupun Daerah mengalokasikan anggaran
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dengan jumlah yang berlimpah dimana
pada tahun 2021 LKPP mencatat belanja PBJ mencapai Rp1.214T atau sekitar 52.1%
dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid- 19 juga
memberikan kondisi untuk adanya pengadaan khusus dalam bentuk PBJ Darurat.
Alokasi anggaran yang sedemikian besar ditambah dengan adanya mekanisme
pengadaan khusus berupa PBJ Darurat dapat meningkatkan potensi korupsi dalam
PBJ Pemerintah.

Fenomena korupsi dalam PBJ Pemerintah secara nasional menjadi kasus korupsi
terbanyak kedua yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat
dari tahun 2004 sampai dengan Juli 2021 terdapat 240 kasus korupsi dalam konteks
PBJ Pemerintah (KPK, 2022). Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mencegah dan mengurangi potensi korupsi dalam konteks PBJ adalah dengan
membuka informasi-informasi pengadaan yang krusial sehingga membuka peluang
bagi masyarakat untuk ikut dalam mengawasi proses PBJ. Di sisi lain, hal tersebut
dapat membuat pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pemerintah dan melihat
potensi keterlibatan dalam PBJ sehingga dapat meningkatkan kompetisi dan
persaingan usaha yang lebih sehat dalam PBJ.
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2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Permasalahan-permasalahan yang ada antara lain disebabkan oleh beberapa hal
yakni, pertama, kurangnya transparansi informasi pengadaan pemerintah,
khususnya informasi yang penting dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi
apakah anggaran yang dialokasikan sesuai atau tidak. Meskipun Indonesia telah
menggunakan pengadaan secara elektronik, namun masih banyak informasi
pengadaan yang belum dipublikasi. Kedua, masih ada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menganggap bahwa
informasi pengadaan merupakan informasi yang dikecualikan atau bukan informasi
publik. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau proses
pengadaan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses pengadaan yang kompleks
sehingga sulit bagi masyarakat awam untuk melakukan pemantauan. Oleh
karenanya, apabila ingin meningkatkan peran pengawasan masyarakat dalam
konteks PBJ Pemerintah, maka dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi
masyarakat sebelum melakukan pemantauan pengadaan.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perkislip 1/2021) yang memiliki muatan
pasal yang mengatur mengenai penjelasan rinci informasi PBJ yang harus dibuka
oleh Badan Publik. Selain itu, Indikator Keterbukaan PBJ juga sudah masuk sebagai
salah satu indikator dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pada sistem
pengadaan secara elektronik, LKPP juga sudah mempublikasi dashboard PBJ
Darurat dalam kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2. Solusi apa yang diusulkan?

Komitmen ini akan mendorong agar Badan Publik yang berkaitan dengan PBJ
Pemerintah mempublikasi lebih rinci lagi terkait transaksi K/L/PD termasuk pula
informasi pengadaan darurat, memperluas partisipasi masyarakat dalam
pemantauan PBJ Pemerintah, meningkatkan efisiensi kanal complaint handling
mechanism untuk PBJ Pemerintah, memperluas keterlibatan UMKM dalam PBJ
Pemerintah, memastikan implementasi Perkislip 1/2021 di PBJ Pemerintah, dan
penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan PBJ Pemerintah.

3. Hasil apayang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini? Membuka
informasi pengadaan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau
dan memberikan masukan kepada pemerintah atas proses pengadaan yang
dilakukan. Selama ini, salah satu hambatan dalam pengawasan PBJ Pemerintah
adalah masih kurang rincinya informasi yang dapat diakses melalui sistem
pengadaan, sementara permintaan informasi terkadang membutuhkan waktu yang
lama. Selain itu, terbukanya informasi pengadaan juga akan mempermudah pelaku
usaha untuk terlibat dalam pasar pengadaan pemerintah yang berujung pada proses
pengadaan yang lebih kompetitif dan efisien, serta menghasilkan barang/jasa yang
berkualitas. Lebih lanjut, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan
jurnalis juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai
efektivitas dan potensi kecurangan dalam PBJ Pemerintah.
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Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini
akan mendorong

transparansi?

Adanya publikasi informasi PBJ Pemerintah akan
meningkatkan akses masyarakat atas informasi
yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian,
pemantauan, maupun ikut serta dalam pengadaan
pemerintah. Komitmen ini sejalan dengan nilai
transparansi yang dijabarkan dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Perkislip 1/2021, dan Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

akuntabilitas?

2. Bagaimana komitmen ini
akan menumbuhkan

Mempublikasi informasi pengadaan merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah
atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
dan dibelanjakan. Dengan informasi tersebut,
masyarakat dapat melihat, menganalisis, dan
mengetahui bagaimana implementasi perencanaan
dan serapan anggaran yang telah dialokasikan.

3. Bagaimana komitmen ini
akan meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam mendefinisikan,
mengimplementasikan, dan
memonitor solusi?

Komitmen ini akan mendorong partisipasi yang
lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam
pengadaan, melakukan  pemantauan  atas
pengadaan yang dilakukan, maupun menggunakan
data tersebut untuk mendorong perbaikan
kebijakan di pengadaan pemerintah.

Perencanaan Komitmen

Ukuran Output yang | Tanggal Pemangku Kepentingan
Keberhasilan Diharapkan Penyelesaian
yang
Diperkirakan
Publikasi transaksi | Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
Kementerian/Lemb | publikasi 2024 LKPP
aga/Pemerintah komponen
Daerah di e-katalog | informasi Pemangku Kepentingan
transaksi Pendukung
K/L/PD di e- K/L OMS Lainnya
katalog T,
2. Tl
Publikasi secara Terpublikasi Desember Penanggungjawab Utama:
rinci informasi secara rincinya | 2024 LKPP
pengadaan darurat | informasi Pemangku Kepentingan
pengadaan Pendukung
darurat K/L OMS Lainnya
1. ICW
2. Tl
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Mendorong Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
efektivitas kanal e- | kanal 3‘ 2024 LKPP
pengaduan :
pengaduar? dalam yang efektif Pemangku Kepentingan
menangani Pendukung
dalam K/L OMS Lainnya
pengaduan menangani T ICW 4
masyarakat pengaduan 2 T
masyarakat
Pengembangan Terlaksananya Desember Penanggungjawab Utama:
database Sistem pengembangan | 2024 LKPP
Informa_& Kinerja databasg SIKAR Pemandku Kepentingan
Penyedlg (SIKAE) yang terintegrasi Pendukung .
yang terintegrasi K/L OMS Lainnya
dan terbuka dan terbuka 1. ICW
2. Tl
Publikasi informasi | Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
atau dokumen publikasi 2024 LKPP
Pengadaan informasi atau Pemangku Kepentingan
Pendukun
Barang/Jasa dokumgn PBJ KT gms Cainnya
Pemerintah yang Pemerintah
diatur dalam yang diatur
Perkislip 1/2021 di | dalam Perkislip 1. ICW
SPSE sesuai 1/2021 di SPSE g- Tl
dengan sesuai dengan
kewenangan LKPP | kewenangan
LKPP
Penguatan Terlaksananya Desember Penanggungjawab Utama:
masyarakat dalam | penguatan 2024 LKPP
keterlibatan dan masyarakat
pengawasan dalam Pemangku Kepentingan
Pengadaan keterlibatan dan Pendukung _
K/L OMS Lainnya
Barang/Jasa pengawasan
Pemerintah PBJ Pemerintah
1. ICW
2. Tl
Implementasi Terlaksananya Desember Penanggungjawab Utama:
informasi implementasi 2024 KIP
Barang/Jasa Pemerintah Pendukung _
Pemerintah menurut KL OMS Lainnya
menurut Perkislip Perkislip 1/2021
1/2021 1. ICW
2. Tl
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2. Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial

Hukum dan Hak
Asasi Manusia
2. Kantor Staf Presiden
RI
3. PPATK
4. Kementerian
Investasi /
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
. Stranas-PK
. Kementerian ESDM
. Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
8. Kementerian
Pertanian
9. Kementerian
ATR/BPN
10. Kementerian
Keuangan

~N O 01

2.

Transparency
International
Indonesia
Indonesia
Corruption Watch

Ownership

Nama Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Komitmen
Deskripsi Komitmen ini berupaya untuk melakukan penyediaan data Beneficial
Singkat Ownership yang mutakhir melalui pelaksanaan verifikasi dan
Komitmen pemanfaatan data Beneficial Ownership
Pemangku Kementerian/ Organisasi Masyarakat Aktor Lainnya
Kepentingan | Lembaga Sipil (OMS)

(K/L)

1. Kementerian 1. Publish What You Pay

Jangka
Waktu

2023 - 2024

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Keterbukaan Data Beneficial Ownership telah dilakukan oleh Indonesia dengan
hadirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Beneficial Ownership.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan pengurangan
maupun penekanan nilai korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan
terorisme, dengan membuka daftar informasi pemilik manfaat suatu
Kementerian/Lembaga.

Upaya pembukaan data Beneficial Ownership di Indonesia menemui tantangan pada
akuntabilitas dan keakuratan data yang dilaporkan sebagai penerima manfaat. Hal
tersebut membuat tujuan dari pelaksanaan Beneficial Ownership untuk
pemberantasan korupsi, pencucian uang, hingga tindak pidana pendanaan terorisme
akan tidak maksimal. Melalui komitmen ini, tata kelola data dan akuntabilitas data
Beneficial Ownership akan coba diselesaikan dengan mekanisme verifikasi dan
pemanfaatan data Beneficial Ownership.
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2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

e Kementerian/Lembaga penanggung jawab aksi Beneficial Ownership belum
memiliki basis data BO serta regulasi yang mewajibkan untuk deklarasi BO ketika
proses perizinan.

e Kewajiban untuk deklarasi BO belum menjadi penapis dalam proses perizinan.

Kendala Administratif (MoU atau PKS antar K/L) maupun kendala teknis (terkait
proses pertukaran data) yang masih dihadapi oleh Kementerian/Lembaga

e Kepatuhan korporasi yang rendah karena ketiadaan sanksi apabila tidak
melaporkan Beneficial Ownership

e Belum berjalannya mekanisme verifikasi data yang dideklarasikan oleh
korporasi yang berdampak pada kualitas data

e Minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam proses mendorong keterbukaan
data Beneficial Ownership

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka data
Beneficial Ownership yang dapat diakses oleh publik melalui www.bo.ahu.go.id
Portal tersebut menyajikan data Beneficial Ownership yang telah diterima oleh
Kementerian/Lembaga Teknis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Masyarakat Sipil juga telah mengambil peran melalui penyusunan kajian terkait
Beneficial Ownership serta melakukan sosialisasi terkait pentingya keterbukaan
data Beneficial Ownership dan juga keakuratan data tersebut yang berfungsi untuk
menanggulangi permasalahan korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan untuk
terorisme.

2. Solusi apa yang diusulkan?
Mengupayakan penguatan dan pemanfaatan data Beneficial Ownership melalui
proses verifikasi yang lebih akuntabel serta pemanfaatan data Beneficial Ownership
oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk menanggulangi permasalahan korupsi,
pencucian uang, hingga pendanaan tindak pidana terorisme.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?
Tersedianya data Beneficial Ownership yang Clean and Clear yang telah melalui
proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemanfaatan data
Beneficial Ownership oleh Kementerian/Lembaga terkait.
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Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini
akan mendorong
transparansi?

Melalui transparansi data Beneficial Ownership,
individu teridentifikasi sebagai pemilik manfaat
akhir dan memiliki rekam jejak yang buruk atau
dinilai berisiko tinggi untuk melakukan suatu tindak
pidana, khususnya tindak pidana korupsi,
pencucian uang, maupun terorisme, maka langkah-
langkah mitigasi risiko penyalahgunaan korporasi
dapat diterapkan.

2. Bagaimana komitmen ini
akan menumbuhkan
akuntabilitas?

Komitmen ini akan menghasilkan data Beneficial
Ownership yang Clean and Clear yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat sipil maupun aparat
penegak hukum untuk mengawasi
penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana

korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan
terorisme
3. Bagaimana komitmen ini Melalui  penelusuran  Beneficial ~ Ownership,

akan meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam mendefinisikan,
mengimplementasikan, dan
memonitor solusi?

masyarakat dapat menilai terkait akuntabilitas
seorang pejabat publik yang berkomitmen sebagai
pelayan publik.

Perencanaan Komitmen

Ukuran Output yang Tanggal Pemangku Kepentingan
Keberhasilan | Diharapkan Penyelesaian

yang

Diperkirakan
Peningkatan Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
Kualitas Data Data Beneficial | 2024 1. Kementerian Hukum dan Hak

Beneficial
Ownership

Ownership
yang akuntabel

Asasi Manusia

2. Kantor Staf Presiden RI

3. PPATK

4, Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi
Penanaman Modal

5. Stranas-PK

6. Kementerian ESDM

7. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

8. Kementerian Pertanian

9. Kementerian ATR/BPN

10. Kementerian Keuangan
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Pemangku Kepentingan

Pendukung

K/L

| OMS

Lainnya

. Transparency

International
Indonesia

. Publish What You

Pay

. Indonesia

Corruption
Watch
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3. Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Nama Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Komitmen

Deskripsi Komitmen ini mendorong untuk terciptanya kajian mengenai kepastian
Singkat hukum bagi pembela lingkungan utamanya untuk pembela lingkungan
Komitmen yang menempuh cara non-hukum yang belum menjadi subjek hukum

pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hal
tersebut perlu perlu diatur arah kebijakannya sebagai optimalisasi
pengaturan pelindungan hukum dalam perkara lingkungan hidup.

Pemangku Kementerian/ Organisasi Aktor Lainnya
Kepentingan | Lembaga Masyarakat Sipil

(K/L) (OMS)

1. Komisi Auriga Nusantara

Nasional Hak
Asasi Manusia

2. Kepolisian
Republik
Indonesia
Jangka 2023 — 2024
Waktu

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pembela Lingkungan merupakan individu atau sekelompok individu yang secara
sukarela maupun profesional bekerja untuk melindungi lingkungan hidup, tanah, dan
sumber daya alam lainnya dari kerusakan atas pertambangan, ekspansi perkebunan,
reklamasi, dan konsesi hutan (Auriga, 2021). Sebagai bentuk pelindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, maka pelindungan
terhadap pembela lingkungan hidup juga perlu dilakukan. Pada kondisi sekarang,
Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa para pembela lingkungan tersebut tidak
dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata apabila mereka
menempuh cara hukum. Secara sebaliknya, pelindungan terhadap mereka yang
tidak menempuh cara hukum belum terakomodasi.

Oleh karenanya perlu adanya upaya untuk mengkaji dan merumuskan Kkajian
rekomendasi mengenai kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan
yang menyasar kepada pihak kepolisian sebagai pintu gerbang utama masuknya
perkara lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup memang menjadi suatu
masalah esensial dan sejak tahun 2014 hingga juli 2022 tercatat terdapat 102 kasus
ancaman terhadap pembela lingkungan (environmental defender, 2022).
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2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Terdapat permasalahan pada rezim hukum lingkungan dalam pelindungan terhadap
pembela lingkungan hidup dimana penyebab adanya tindakan represif terhadap
pembela lingkungan masih terjadi dikarenakan lemahnya instrumen hukum yang ada
terutama dalam peraturan terkait pelindungan kepada pembela lingkungan. UU
PPLH tak cukup menjadi sebuah instrumen untuk memastikan keamanan dan
keselamatan para pembela lingkungan. Hal ini dikarenakan ketentuan existing dari
pasal tersebut memiliki kelemahan yang pada penjelasan pasalnya hanya bertitik
fokus pada upaya untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara
hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan dimaksudkan
sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan pembalasan dari pihak terlapor
yang berupa pemidanaan dan/atau gugatan perdata. Cara hukum tersebut tidak
ditafsirkan secara resmi oleh UU PPLH namun arah jangkauannya dapat dimaknai
sebagai upaya litigasi yang mencakup perdata maupun pidana. Kerangka regulasi
yang demikian memberikan implikasi bahwa pembela lingkungan yang menempuh
cara/upaya non-hukum, seperti upaya ekstra legal, kritisi kebijakan, demonstrasi, dan
bentuk lainnya tidak menjadi subjek hukum pelindungan pembela lingkungan pada
Pasal 66 UU PPLH.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Hingga saat ini belum ada pengaturan yang mengatur operasionalisasi dan arah
jangkauan dari Pasal 66 UU PPLH dalam sistem acara pidana maupun perdata,
namun Mahkamah Agung melalui Keputusan Mahkamah Agung No.
36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara
Lingkungan memberikan posisi kepara para hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara lingkungan hidup secara progresif, substantif, dan humanis Selain itu, pada
tahun 2022, dikeluarkan Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tentang
Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Penyusunan kajian rekomendasi kepastian pelindungan hukum bagi pembela
lingkungan yang bersama Komnas-HAM dan Kepolisian RI. Peruntukkan kajian
rekomendasi ditujukan kepada Kepolisian sebagai bentuk peningkatan pelindungan
hukum terhadap setiap orang yang melakukan upaya (baik hukum maupun non-
hukum) dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan
sehat, mengingat Kepolisian Rl merupakan pintu gerbang masuknya perkara
utamanya dalam perkara pidana.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?
Melalui upaya penyusunan kajian rekomendasi mengenai kepastian pelindungan
hukum bagi pembela lingkungan yang hasil akhirnya dilakukan penyerahan kepada
Kepolisian RI diharapkan hal tersebut menjadi salah satu landasan dalam
penyusunan instrumen dalam pelindungan hukum pembela lingkungan secara
khususnya dan penanganan perkara lingkungan hidup secara umumnya.
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Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini Komitmen ini akan turut mendorong transparansi
akan mendorong para pihak berkepentingan termasuk pemerintah
transparansi? dalam menyediakan dan mengelola segala

informasi yang berkaitan dengan kegiatan
perkebunan, kehutanan, pertambangan serta
kegiatan eksploitasi lainnya kepada masyarakat
terdampak, sehingga mampu meminimalisir
penolakan dan konflik.

2. Bagaimana komitmen ini Komitmen ini mendorong baik pengambil kebijakan
akan menumbuhkan dan penegak hukum untuk mengedepankan nilai
akuntabilitas? akuntabilitas dalam pelaksanaan pelindungan

hukum terhadap lingkungan

3. Bagaimana komitmen ini Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela
akan meningkatkan Lingkungan bertujuan untuk menjamin keterlibatan
partisipasi masyarakat masyarakat tanpa perlu adanya rasa takut untuk
dalam mendefinisikan, mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan

mengimplementasikan, dan | baik yang memberi keadilan antar generasi.
memonitor solusi?

Perencanaan Komitmen

Ukuran Output yang | Tanggal Pemangku Kepentingan
Keberhasilan Diharapkan | Penyelesaian
yang
Diperkirakan
Penyusunan Tersusunnya | Desember Penanggungjawab Utama:
Kajian kajian 2024 Auriga Nusantara
Rekomendasi rekomendasi
Kepastian kepad.a. Pemangku Kepentingan Pendukung
Pelindungan gzpaltﬁill?n
Hukum Bagi Ind?)nesia K7L OMS Lainnya
e | Mg i Komnas
epastian 2. Kepolisian RI
perlindungan
hukum bagi
pembela
lingkungan
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4. Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-
Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP)

Nama Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27
Komitmen Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Deskripsi Komitmen ini bertujuan mendorong penyusunan regulasi pelaksanaan
Singkat UU PDP yang jelas, efektif, proposional, dan sesuai dengan tantangan
Komitmen dan kebutuhan riil pengaturan PDP melalui rekomendasi berbasis
kajian partisipatif.
Kementerian/ Organisasi Aktor Lainnya
Lembaga Masyarakat Sipil
(K/L) (OMS)
Kementerian Yayasan TIFA
Pemangku Komunikasi
Kepentingan | dan
Informatika
Jangka 2023 — 2024
Waktu

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Meningkatnya pemanfaatan data pribadi secara digital di berbagai sektor dalam
rangka optimalisasi penyediaan produk dan layanan bagi pengguna menghadirkan
risiko terhadap pelanggaran privasi subjek data. Pelanggaran privasi tersebut dapat
merugikan subjek data baik secara finansial, psikologis, maupun reputasional.
Rentetan kasus kebocoran data pribadi baik di sektor publik maupun privat yang
terjadi selama beberapa tahun terakhir menguatkan urgensi pembentukan produk
hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif guna memberikan kepastian
hukum bagi subjek data.

Setelah tertunda pembahasannya selama beberapa tahun, DPR akhirnya
mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. UU
PDP menggantikan jaminan pelindungan data pribadi yang sebelumnya tertuang
dalam 48 peraturan perundang-undangan sektoral, meliputi bidang telekomunikasi
dan informatika, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, keuangan,
perpajakan, perbankan, perdagangan, perindustrian, penegakan hukum, keamanan,
dan pendidikan. Secara substansi UU PDP telah memberikan kejelasan rumusan
pengaturan mengenai beberapa hal, akan tetapi kelahiran UU PDP tidak lantas
menjadi solusi atas semua masalah pelindungan data pribadi di Indonesia. Beberapa
hal yang masih menjadi hal yang bisa didiskusikan pengaturannya lebih lanjut antara
lain mengenai: (1) keseimbangan kebutuhan pelindungan data dan kebutuhan akan
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keterbukaan informasi publik, (2) penetapan tanggung jawab dan saksi pengendali
dan pemroses data pribadi di sektor privat dan badan publik, (3) penetapan tanggung
jawab yang proporsional bagi pengendali dan pemroses data pribadi sektor privat
dengan beragam kapasitas, (4) pengaturan kedudukan dan struktur kelembagaan
PDP yang independen.

Oleh karena itu, pada periode transisi pemberlakuan UU PDP selama 2 tahun ke
depan dimana berbagai regulasi pelaksana akan dirumuskan adalah periode yang
krusial untuk mendukung pengaturan dan implementasi UU PDP yang jelas, efektif,
proporsional, dan imparsial. Detail dan kedalaman dari berbagai peraturan teknis
yang dirumuskan akan sangat menentukan efektivitas legislasi ini dalam memberikan
kepastian hukum dan pelindungan hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data
pribadi di Indonesia. Selain itu, penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan ini
memerlukan keterlibatan dari semua pemangku berkepentingan, guna memastikan
tersusunnya regulasi yang jelas, menjawab kebutuhan pengaturan secara teknis,
sesuai dengan kondisi aktual pihak-pihak yang dibebankan tanggung jawab, dan
efektif melindungi subjek data.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Proses legislasi UU PDP pada masa awal cenderung terbuka bagi partisipasi
masyarakat sipil, akan tetapi proses yang berlangsung setelahnya hingga
pengesahan UU PDP cenderung tertutup dan minim partisipasi pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama masyarakat sipil dan sektor privat yang hak dan
kewajibannya terkait pelindungan data pribadi diatur dalam UU PDP. Di Indonesia,
proses legislasi yang demikian telah menghasilkan produk-produk hukum yang
kurang tepat guna dan sulit dimplementasikan di tataran teknis oleh pihak-pihak
yang diberikan tanggung jawab.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Dalam proses penyusunan UU PDP sejak tahun 2016, telah ada partisipasi dari
masyarakat sipil melalui Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP).
Kolaborasi masyarakat sipil melalui keterlibatannya dengan pemerintah dalam
proses penyusunan UU PDP tersebut antara lain dilakukan melalui mengajukan
Daftar Inventaris Masalah (DIM) alternatif, memberikankonsultasi bagi perumus RUU
mengenai isu-isu kunci, dan melakukan kampanye publik. Pada akhirnya beberapa
rekomendasi KA-PDP diadopsi di dalam proses legislasi, hal ini menunjukan bahwa
keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan UU PDP menjadi sebuah
keterlibatan bermakna yang harus dilanjutkan.

2. Solusi apa yang diusulkan?
Sebagai bentuk dukungan untuk persiapan operasionalisasi UU PDP, peraturan-
peraturan pelaksana yang akan dibentuk perlu disusun secara detail, mendalam,
berdasarkan pemahaman mengenai praktik-praktik baik dan kondisi riil di lapangan,
serta mempertimbangkan kebutuhan sinkronisasi berbagai regulasi terkait
pelindungan data pribadi yang selama ini sektoral. Untuk mendukung proses
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tersebut, komitmen ini akan melakukan penelitian yang menjadi landasan pemberian
rekomendasi bagi pembuatan peraturan pelaksana UU PDP serta memfasilitasi
diskusi multipihak antara perwakilan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil
mengenai regulasi-regulasi pelaksana UU PDP.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini? Komitmen
ini akan mendorong penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang jelas, efekiif,
proporsional, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan riil di masyarakat. Hal ini
guna mendukung proses transformasi digital dan pembangunan ekosistem digital
yang aman, terpercaya, inklusif, dan berkesinambungan. Selain itu juga akan
mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan antara
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor
privat, dalam pengaturan PDP di Indonesia.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini Penyusunan regulasi pelaksanaan UU PDP akan
akan mendorong secara transparan membuka partisipasi publik
transparansi? untuk menghasilkan regulasi yang proporsional

dan memberikan kepastian hukum untuk semua
pemangku kepentingan, termasuk subjek data
pribadi yang berisiko paling dirugikan saat terjadi
pelanggaran PDP.

2. Bagaimana komitmen ini Komitmen ini akan transparansi dan partisipasi
akan menumbuhkan publik dalam penyusunan regulasi pelaksanaan
akuntabilitas? UU PDP yang pada akhirnya dapat meningkatkan

akuntabilitas proses implementasi dan mendorong
sinergitas dan kolaborasi berbagai pemangku
kepentingan. Hasil kajian rekomendasi kebijakan,
serta risalah dan hasil pertemuan antara pihak
pemerintah dan masyarakat sipil akan dipublikasi
di kanal yang dapat diakses oleh publik sebagai
bentuk akuntabilitas.

3. Bagaimana komitmen ini Dalam rangka tersusunnya kajian yang
akan meningkatkan komprehensif dan rekomendasi yang proporsional,
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses penyusunan kajian dan
dalam mendefinisikan, rekomendasi bagi penyusunan regulasi pelaksana
mengimplementasikan, dan | UU PDP pada komitmen ini akan melibatkan
memonitor solusi? perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat sipil

sebagai responden/informan.
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Perencanaan Komitmen

yang mengatur
terkait peran
Lembaga PDP
dalam
melakukan
penilaian
terhadap
pemenuhan
persyaratan

Lembaga PDP
yang mengatur
terkait peran
Lembaga PDP
dalam melakukan
penilaian
terhadap
pemenuhan
persyaratan

Ukuran Output yang Tanggal Pemangku Kepentingan
Keberhasilan | Diharapkan Penyelesaian
yang
Diperkirakan

Penyusunan Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
Rancangan Rancangan 2024 Kementerian Komunikasi dan
Peraturan Peraturan Informatika
Pemerintah Pemerintah .
mengenai mengenai Pemangku Kepentingan
Lembaga PDP | Lembaga PDP Pendukung
yang mengatur | yang mengatur KL OMS Lainnya
terkait terkait Yayasan
mekanisme mekanisme TIFA
koordinasi koordinasi antara
antara Lembaga PDP
Lembaga PDP | dengan K/L
dengan K/L
Penyusunan Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
rekomendasi rekomendasi 2024 Yayasan TIFA
peraturan rancangan Pemanaku Kepentingan
turunan peraturan turunan Pendukung
Undang- mengenai KL OMS Lainnya
Undang pengendali data
Pelindungan gabungan Kementerian
Data Pribadi Komunikasi
mengenai dan
pengendali Informatika
data gabungan
Penyusunan Tersedianya Desember Penanggungjawab Utama:
Rancangan rekomendasi 2024 Kementerian Komunikasi dan
Peraturan rancangan Informatika _
Pemerintah Peraturan Pemangku Kepentingan

. . Pendukung
mengenai Pemerintah KL OMS Cainnya
Lembaga PDP | mengenai Yayasan

TIFA
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transfer data
pribadi ke luar
negeri

transfer data
pribadi ke luar
negeri

Pelaksanaan
forum diskusi
multipihak
dalam
membahas
perkembangan
proses
penyusunan
peraturan

pelaksana UU
PDP

Terlaksananya 3
(tiga) kali forum
diskusi multipihak
dalam
membahas
perkembangan
proses
penyusunan
peraturan

pelaksana UU
PDP

Desember
2024

Penanggungjawab Utama:

Yayasan TIFA

Pemangku Kepentingan

Pendukung

K/L

OMS

Lainnya

Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
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5. Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari
Disinformasi

Nama Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi
Komitmen
Deskripsi Menghadirkan sistem pemantauan dan pengawasan Pemilihan Umum
Singkat untuk menciptakan Pemilu yang Bebas Berekspresi dan Tanpa
Komitmen Disinformasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
Pemilu.
Pemangku Kementerian/ Organisasi Aktor Lainnya
Kepentingan | Lembaga Masyarakat Sipil
(K/L) (OMS)
Badan Komisi Pemantau
Pengawas Legislatif (KOPEL)
Pemilihan
Umum
(Bawaslu)
Jangka 2023 - 2024
Waktu

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat polarisasi tajam antara pendukung
kontestasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Polarisasi tersebut secara tidak langsung
disebabkan oleh adanya penyebaran disinformasi atau hoax secara masif yang
membuat masyarakat menjadi terpolarisasi antara satu pendukung dengan pendukung
lainnya. Melalui komitmen ini, permasalahan Disinformasi diharapkan dapat menjadi
perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan menyiapkan sejumlah
regulasi teknis maupun sistem pemantauan yang bersifat partisipatif, untuk menangani
permasalahan disinformasi dalam Pemilu. Dengan demikian, akan tercipta Pemilu yang
akuntabel dan mendapat dukungan masyarakat yang tinggi.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menjelaskan bahwa antar 2018 hingga
Pemilu 2019, terdapat 997 berita dengan kategori hoax. Dari sejumlah berita tersebut,
terdapat 448 (49,9%) yang masuk dalam kategori politik. Data lainnya dari Masyarakat
Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2019 menemukan setiap harinya masyarakat
Indonesia menerima berita hoaks mencapai 34,60%. Berita-berita hoax tersebut
diperoleh melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan
Youtube yang mencapai 87,50% dengan 93,20% adalah berita yang berkaitan dengan
sosial politik. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu,
disinformasi atau hoax merupakan salah satu hal yang perlu untuk ditangani karen
dampak yang diakibatkannya sangat besar.
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 Deskripsi Komitmen .

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan kerjasama dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempersiapkan sistem
pemantauan disinformasi terkait Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Bawaslu juga telah memiliki dasar hukum
pelaksanaan Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk
pelaksanaan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu untuk menyusun regulasi dan membentuk
sistem atau mekanisme pemantauan yang bersifat partisipatif (melibatkan masyarakat
sipil) untuk menekan terjadinya tindakan disinformasi yang dilakukan oleh peserta Pemilu
maupun oleh Masyarakat Umum

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Terbentuknya Peraturan atau Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan
Umum untuk mencegah terjadinya tindakan Disinformasi atau hoax.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini N/A
akan mendorong
transparansi?

2. Bagaimana komitmen ini Melalui komitmen ini, tingkat kepercayaan
akan menumbuhkan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu akan
akuntabilitas? semakin tinggi karena tindakan kecurangan dan

juga dampak polarisasi yang disebabkan oleh
Disinformasi dapat ditekan maupun ditegakkan
secara hukum

3. Bagaimana komitmen ini Dengan melakukan mekanisme pengawasan yang
akan meningkatkan partisipatif, masyarakat dapat turut melakukan
partisipasi masyarakat pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan
dalam mendefinisikan, Pemilu  untuk  meningkatkan  kepercayaan

mengimplementasikan, dan | masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.
memonitor solusi?
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Perencanaan Komitmen

Ukuran Output yang | Tanggal Pemangku Kepentingan
Keberhasilan Diharapkan Penyelesaian

yang

Diperkirakan
Tersusunnya Mekanisme Desember Penanggungjawab Utama:
regulasi atau pengawasan 2024 Badan Pengawas Pemilu
mekanisme Pelaksanaan (Bawaslu)
pengawasan Pemilu terkait Pemangku Kepentingan
pelaksanaan Disinformasi Pendukung
Pemilu terkait KL |OMS | Lainnya
Disinformasi KOPEL
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6. Mewujudkan Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Nama Komitmen Mewujudkan Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
(Pemilu)

Deskripsi Singkat | Komitmen ini berupaya untuk menghadirkan keterbukaan data

Komitmen atau informasi terkait Pemilu yang tersedia dalam format data

terbuka (open data), sehingga masyarakat dapat memanfaatkan
data-data tersebut untuk menghadirkan Pemilu yang unggul.

Pemangku Kementerian/ | Organisasi Aktor Lainnya
Kepentingan Lembaga Masyarakat Sipil

(K/L) (OMS)

Komisi Perkumpulan untuk Komunitas Teknologi

Pemilihan Pemilu dan

Umum (KPU) Demokrasi

(Perludem)

Jangka Waktu 2023 - 2024

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Perkembangan inisiatif data terbuka (open data) di dunia telah memasuki gelombang
ketiga. Gelombang ketiga, yang saat ini berkembang, mengadopsi pendekatan yang
lebih berorientasi pada tujuan. Data terbuka bukan semata membuka akses pada data
tetapi lebih fokus pada penggunaan kembali data tersebut agar lebih berdampak—
terutama melalui kolaborasi antarsektor.

Menyongsong gelombang ketiga, KPU berupaya menyediakan data kepemiluan dalam
format data terbuka dan menghimpunnya dalam portal Open Data KPU.

Sayangnya, data-data yang dihimpun KPU melalui beragam sistem informasi belum
sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip data terbuka. Data kepemiluan Indonesia belum
sesuai dengan tiga ciri kunci keterbukaan data menurut Open Knowledge Foundation,
yaitu:

1. Ketersediaan dan Akses. Data pemilu harus tersedia secara keseluruhan dan
mudah diunduh di internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah dan
dapat dimodifikasi.

2. Penggunaan Kembali dan Redistribusi. Data pemilu harus disediakan dengan
ketentuan yang memungkinkan pengguna menggunakan kembali dan
meredistribusi data tersebut termasuk penggabungan dengan set data lain. Data
harus dapat dica oleh mesin.

3. Partisipasi Universal. Setiap orang harus dapat menggunakan, menggunakan
kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau
kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya
hanya untuk tujuan pendidikan.
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https://opendata.kpu.go.id/
https://opendata.kpu.go.id/

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Hasil kajian The Indonesian Institute bersama Perludem menemukan sejumlah catatan
perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam menciptakan keterbukaan tata kelola data
pemilihan umum, yaitu:

Kepemimpinan dan Komitmen Politik. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dala
mewujudkan keterbukaan tata kelola data pemilu. Berdasarkan rekam jejak pada
Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia untuk mewujudkan data pemilu
yang terbuka, kurangnya komitmen dalam melaksanakan aksi, membuat pencapaian
aksi keterbukaan data pemilu selama ini belum maksimal.

Kebijakan dan Kerangka Hukum. Penentuan terkait rincian informasi publik yang
dikecualikan dalam hal Pemilu menjadi suatu tantangan dalam hal keterbukaan data
pemilu. Ketidakjelasan rincian informasi publik yang dapat dibuka dan dikecualikan
menjadi penyebab kendala sulit untuk mewujudkan keterbukaan tata kelola data Pemilu.

Struktur, Tanggung Jawab, dan Kapabilitas Kelembagaan di dalam Pemerintahan.
Komisi Pemilihan Umum saat ini telah memiliki Pusat Data dan Informasi yang
berwenang untuk mengelola data dan informasi di KPU. Namun, peran dari unit tersebut
belum dilaksanakan dengan maksimal, yang dapat dilihat dari kemampuan aparatur
serta pengawasan akan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi yang belum
maksimal.

Ketersediaan Data, Kebijakan Pengelolaan dan Prosedur. Komisi Pemilihan Umum
telah membuka sejumlah informasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut dimaknai
sebagai pemenuhan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang ditetapkan dalam
UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, ketersediaan data tersebut belum
sepenuhnya memenuhi prinsip open data.

Keterlibatan dan Kapabilitas Warga. KPU dalam beberapa kesempatan telah membuka
kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong partisipasi publik dalam
penggunaan data Pemilu. Namun, keberlangsungan kerjasama tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan karena adanya perubahan-perubahan komitmen
dan arah kebijakan dari penyelenggara pemilu.

Dukungan Anggaran. Penganggaran terkait penyediaan infrastruktur teknologi dalam
pengelolaan data pemilihan umum belum menjadi perhatian. Diperlukan penganggaran
partisipatif untuk meyakinkan pimpinan bahwa ketersediaan teknologi untuk data
Pemilu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan.

Tuntutan akan Data Terbuka. Perhatian masyarakat yang semakin tinggi terhadap
pengawasan Pemilu, secara langsung meningkatkan dorongan untuk kesediaan data
Pemilu yang terbuka. Namun, penyelenggara pemilu belum mempertimbangkan
kebutuhan data dalam merencanakan pengumpulan, pemeliharaan, dan publikasinya.
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Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyediakan portal Open Data yang dapat
diakses melalui www.opendata.kpu.go.id. Melalui portal tersebut masyarakat dapat
mengakses sejumlah data dan informasi terkait Pemilu yang telah diselenggarakan.
KPU dan Perludem juga berkolaborasi dalam penyusunan dan implementasi Rencana
Aksi Nasional pada periode V “Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada” serta Rencana Aksi Nasional VI “Penguatan
Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemilu”

2. Solusi apa yang diusulkan?

Perludem mendorong untuk dibukanya data-data dan informasi Pemilu yang dinilai
penting digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang terdiri atas: Peta Daerah
Pemilihan, Profil Partai Politik, Profil Peserta Pemilu (Calon Presiden, Calon Anggota
Legislatif, Calon Kepala Daerah), Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, dan Hasil
Pemilu.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (open data)—yang terdiri atas
informasi peta daerah pemilihan, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana
kampanye peserta pemilu, serta hasil pemilu—sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menumbuhkan partisipasi
masyarakat yang lebih bermakna seperti keaktifan untuk mencari informasi tentang
peserta pemilu,pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan turut mengawal jalannya
penghitungan suara.

Analisa Komitmen

1. Bagaimana komitmen ini Komitmen ini dapat mendorong transparansi data
akan mendorong Pemilu yang dapat diakses oleh seluruh
transparansi? masyarakat, serta tersedia dalam format data

terbuka yang dapat dibagi pakaikan oleh
masyarakat untuk berbagai kebutuhan
pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Bagaimana komitmen ini Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan
akan menumbuhkan prinsip open data akan menumbuhkan
akuntabilitas? akuntabilitas proses dan hasil pemilu, di

antaranya:

- Akuntabilitas proses dan hasil verifikasi
kepesertaan pemilu yang bisa diterima atau
digugat oleh peserta pemilu dalam peradilan
persengketaan pemilu.

Akuntabilitas hasil pemilu yang bisa diterima
atau digugat oleh peserta pemilu dalam
peradilan perselisihan hasil pemilu.
Akuntabilitas hasil pemilu pun bisa membuat
pemilih mempunyai dasar data dalam
menerima atau menggugat hasil pemilu.
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3. Bagaimana komitmen ini Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan

akan meningkatkan prinsip open data akan meningkatkan partisipasi
partisipasi masyarakat universal warga dalam pemilu dan demokrasi,
dalam mendefinisikan, dalam bentuk:

mengimplementasikan, dan - Setiap orang dapat menggunakan,
memonitor solusi? menggunakan kembali, dan mendistribusikan

kembali—tidak ada diskriminasi terhadap
orang atau kelompok tertentu dan juga
batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—
misalnya hanya untuk tujuan pendidikan.
Setiap orang dapat mengguna